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Abstrak: Relasi agama don negan mmrrylan salah

satu yoblem krusial dalam lslam atas responsinya

terhadap era kontemryet xpefti modemiusi, nation
stale dtn dsmobatisasL Hal ini memunanlkan

ryrilebatan antsra kon*p sekularisasi, al din wa al

daulah dan spiil lslam dalam bemegara. Dengan

kajian tokah, tulisan ini bermakstttl mengelaborasi

pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq tentang relasi agama dan

ragara terxbut. Hasil rymikirannya menyebutknn

bahwa ajaran Islam tidak mensntukon sistem politik
seperti apa yang dikehmtlaki. Pandangan ini
disebabkan al-Qur'an dan Hadlth tklak membeikan

isyarat uajibnya mendirikan negara. Penafsiran ayat

al-Qur'an dan hadith dideskontruksi dmgan

menotaarkan paufsiran baru yaitu dengan padekatan
dialektik. Umat lslam boleh meneraplan sistem apa

saja, tenna k otorittr. Podaryt i i befientcngan
ideal mmal masyarakat egalito yang tlikeherulaki oleh

Islam. Bidang politik taak dalam atilayah ljtihadi.
Pemahaman para ulama fqih tentang bebelaps ayat al-

Qut'an dan hndith futsifat relatif. Imbaga politik
lslam dan sistemnya bersifat dunimti yang xlalu
berubah sesuai kesep*aton rakyat dan perguasa.

Kata Kunci: Khilalah, Ahl al-Halli wa al-'Aqd,

lmamah, al-lsldm wa U;ti al-Hukm .
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PENDAHULUAN
Pandangan Muhammad Abduh bahwa dalam Islam

tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua ralyat
lvlesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai
hak-hak yang sama, baik dalam politik, ekonomi dan di muka
hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan
k:yakinan seperti yang tertera dalam program Partai
Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang
r€septif dan akomodatif terhadap peradapan bara! maka
pengaruh di kalangan sementara sahabat, murid dan
pengikut Abduh berkembanglah kecenderungan ke arah
nasionalisme dan atau "sekularisme'. Atau barangkali lebih
tepat makin kuatlah semangat nasionalisme dan paham

"sekularisme" yang memang telah tumbulu khususnya di
kaLlangan cendekiawan Islam Mesir yang telah mengenyam

prendidikan Barat. Yang terkenal di antara mereka adalah'AIi
'A.bd al-Raziq, Ahmad Ludi Sayyid, dan Tihi Husayn.r

Fenomena tersebut segera memancing beragam reaksi

ba.ik yang setuju maupun yang tidak. Kelompok yang setuju

beranggapan bahwa sudah saatrya difikirkan format sintesis

relasi agama dan negara yang selama ini hanya terepresetasi

da,lam korsep Wihfah. Insnn$i ini dirasa tidak lagi mampu

beradaptasi dan berinteraksi dengan aspirasi politik
kc'ntemporer yang merupakan bias dari modemitas Barat.

Sementara kelompok yang menolak beralasan bahwa Islam

adalah sistim nilai yang multi komprehensif, sehingga

mr:njadi tidak tabu untuk membicarakan serta mengkaitkan

antara agama dan urusan-urusan politik, termasuk

didalamnya negara. Kelompok ini memandang Islam sebagai

suatu yang sudah seiak semula merupakan agama yang



Junaidi, lslam 101

mengatur urusan politik yang ujung Serakannya sangat

mmgidealkan restorasi pranata sosial.

Azyumardi Azra menyebut beberapa alasan mengapa

hal ini teriadi. Pertama, negara ideal Madinah, baik pada

masa Nabi saw, maupun Khalafa' al-Rashitl n, tid,ak

mmawarkan rincian yang jelas mengenai negara dan segala

persoalannya yang bisa mengilhami aplikasi negara dalam

era modem dan masa kontemporer. Kedua, praktek
keklutifthan yang belakangaru yakni pada peiode Umayyah

dan 'Abbasiyah, hanya menyediakan kerangka sistem

lembagalembaga politi( pajak dan sebagainya. Ketig4
kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam mengarah
pada perumusan cita-cita ideal yang paling banter
mengambarkan masyarakat utopia yang melulu bersi{at
teoritis dan teridealisasi. Keempat hubungan antara agama

dan negara - seperti ketanyakan kepercayaary praktek, dan
bahkan wahyu itu sendiri - selama berabad-abad menjadi
subyek beragam interpretasi.2

Bahasan ini berkenaan dengan pemikiran politik'AIi
'Abd al-Raziq yang tertuang dalam bukunya al-lsltm zoa Usul
al-Ilulon. Yang intinya membahas tentang hubungan antara
agama dan politik.

BIOGRAFI'ALI'ABD ALRAZIQ

'An 'Abd nl-Rnziq lahtu pada tahun 1888 M di sebuah

desa yang bernama al-Sha'id wilayah propinsi Minya Mesir.
Ayahnya bernama Hasan 'Abd al-Raziq Pasya, seorang

feodal yang aktif dalam bidang politik dan pembesar yang

terpandang di Mesir pada waktu itu. Ayahnya juga seorang

2 Azyuoerdi Azta. Petgolal<za Polia'k Islam, Deri FuadzdcDalis,
Mde.n*dc hiogg? Pact-Modcrnisae (Jakana : Par.madiaa 199Q, 2,
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Pasya yang besar yang memiliki pengaruh dan tanah yang
san,gat luas.3

Seperti saudara-saudaranya,'AIi'Abd al-Riziq
termasuk atau paling tidak pengikut Muhammad 'Abduh,
meskipun tidak sempat belajar banyak darinya, sebab ketika

'Abduh meninggal dunia pada tahun 1905, dia baru berusia
kira-kira tujuh belas tahun.r 'AIi 'Abd al-Riziq mendapat
pendidikan agama Islam di Universitas Islam al-Azhar pada

usia yang masih sangat muda, 10 tahun. Dia belajar hukum
kepada Shaykh Ahmad Abu Khawatu sahabat Shaykh
Muhammad 'AMuh. Sejak tahun 1910, ketika berusia kira-
kira dua pulul-r tahun 'AIi 'Abd al-Riziq juga mengikuti
perlruliahan di lami'ah al-Misiyah (sekarang Universitas
Kairo), selama hampir dua tahun. Di antara dosen asing di
Universitas itu adalah Poot Santilana yang memberikan
kuliah filsafat dan Nalino dalam studi sejarah sastra Arab.s

Setelah 'AIi 'Abd al-Riziq memperoleh ijazah al-Alimiah

dari al-Azhar tahun 1911. Pada tahun itu pula, dia belaiar di
Universitas Oxford tnggris untuk menekuni bidang politik
dan ekonomi dan seiring dengan perang Dunia ke 1 dia
kembali ke Mesir tahun 1914. sekembalinya dari Inggris pada

tahun 1915, dia diangkat menjadi Hakim agama di Mahkamah

Sharlyah (pengadilan agama) di daerah Mansurah Mesir.6

Karir politiknya dimulai pada tahun 1907 dengan

menrgabungkan diri dalam Partai Rakyat (Hizb al-Ummah),

suatu partai yang sengaja dibentuk dan didirikan seebagai

tandingan dari partai Kebangsaan (Hizb al-Walan) yang

r Mulammad Qia'uddin el-Reyyis - Iclem & Khifzhh di Zaaza
Modem, tet. Alwi As. (lakarta: Lentcra Basnt2ml2tt02),4f .

a Siadzali. Islam'li9.
5 IAIN Syarif Hiday^ol^h, E rsiklopcdi Islan lrrdoncsia A^k^rt^ :

Diambatan, 197), 102.
6 al-Rtyie. Islam, 44,
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mempunyai hubungan intim dengan pemerintah Inggris dan
jabatan yang didudukinya dalam partai tersebut adalah

sebagai wakil ketua Partai.

Sesudah meletus Revolusi Mesir tahun 1919, . muncul
Partai baru yang menamakan diri dengan Hiib al-AhrAr al-
Dustuiyln (Partai orang-orang bebas dalam konstusi) yang
dalam kenyataannya merupakan kelaniutan dari Partai
Rakyat (lJizb al-Ummah) tersebut. Salah seorang p r:ndiri partai
ini adalah Flasan Pasya'Abd al-Raziq. Dia ad:rlah pejabat
sekretariat (Dewan) Negara yang memiliki kerja r ama dengan
lnggris pada saat Perang Dunia L Kemudian melakukan
oposisi terhadap bangsanya ketika pecah revolus tahun 1919,

pada saat itu dia sebagai pejabat Gubernur di Iskr ndariyah.T

Akhirnya, llasan 'Abd al-Riziq mati ter :runuh pada
saat keluar dari menghadiri pertemuan anggolt partainya,
sebagai pengganti ditunjuklah Mahmud Pasya'/,bd al-R&iq
saudara kedua dari 'AIi 'Abd al-Raziq untuk menduduki
puncak pimpinan partai tersebut dan sekalil;us sebagai
penentu garis kebijakan partai. Shaykh 'Ali mas:ih memiliki
saudara laki-laki yang lebih tu4 yaitu Shaykh M rstafa 'Abd
al-R&iq, yang kemudian menjadi Menteri Wak:rf kerajaan
Mesir. Dan akhimya menjadir rektor al-Azhar dari tahun
1945 - 7M7.8

Setelah penghapwan keLJatilahan oleh Multafa Kemal
Ataturk di turki pada tahun 1924, 'An 'Abd al-Riiziq sempat
menampilkan sumbangan pemikirannya dengirn menulis
sebuah buku yang be{udul al-lskm wa Uall al-F.'ukm (lslam
dan dasar-dasar pemerintahan) yang merupal<an reaksi
terhadap peristiwa tersebut. Buku ini banyak mlnimbulkan

,Ibid"
t Meryam Jamcelah, Iclam znd Modcmism (Lahorc I Mohammad

YusufKhaa,1997) 171.
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tentang hubungan antara agama dan politik. Yang secara

singkat antara lain adalah sebagai berikut :

Khilifah dan Islam"

7. Wkfah dan karakteistiknya.

Bahwa kedudukan lJufrfih adalah sama dengan

Sultan yaitu penganti Rasulullah, pelindung dari Allah
bagi negara dan "bayangan" Allah. Dan pengganti

Rasulullah yang memiliki kekuasaan absolut dan
universal.ra Riziq menguraikan sumber kekuasaan

wrang khafrfah dan menyebutkan dua pendapat yang
berbeda tentang asal mtrla kedaulatan sarang kJufrfah.

Kelompok pertama berpendapat bahwa fiunfah
memperoleh kedaulatan dari Allah dan kekuasaannya

berasal dari kekuasaan AUah. Kelopok kedua
berpendapat bahwa lchafrlah memperoleh kedaulatannya

dari tangan rakyat.ls

2. Hufum keldufrfahan.

Menurut para ulam4 mendirikan l,JuEfah

hukumnya wajib. Mereka berpijak pada iima' ulama

dengan dua argumentasi. Pertama, ijma' para sahabat dan

tabi'in karena setelah Rasulullah meninggaf dunia, para

sahabat berbai'at kepada Abu Bakar dan memasrahkan

persoalan mereka kepadanya. Meskipun demikia+

mereka berbeda pendapat tentang waiibnya khilnfah,

apakah berdasarkan akal atau syar'i.16

Menurut Riziq, para u.lama yang mewajibkan

fungsi seorang imam tidak memiliki landasan satu

ayatpun dari alQur'an. Dia memberikan penafsiran lain

106

r. rAlE 'AM N-Rzziq. al-Isl-em wz UsiI -H.ukn (Beirut Dir
Makebat .r-I{.y;q tr),3-4'

13 Ibid., 7-9.
16 Ibi&,12
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Q.S. al-Nisa'59 dan 83 yang diFdikan dasar wajibnya

mmdirikan kftlE/air oleh para ulama.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah thn ta$ilah

Rasul (nya), ilnn ulil ami ili antara kamu. Kemudian jila kamu

berlainan penilapt tintang ssuatu, M*n kembalikinlah ia

keryda Allah (Al Quran) dan Rasl (sunnahnya), jika kamu

berur-benq benman kepada Allah dan hai kemwlian. yang

demikian itu lebih utama (bagimu) ikn lebih baik akibatnya."

Q.S. al-Nisa'59
"Dan apabila datang keptk mereka suatu beita tentang

keamanan atauryn yctakutan, mereka blu manyiarkannya. dan

kalau nereka mmyeruhkannya kepada Rasul dan ulil Ami di
antara mereka, tentul*h ora g-orang yang ingin mengetalai

kebetunnnya (akan dapat) mcngetahuinya dai mereka (rasul

dan ulil Ami). kalau tidaklah Karnu karunia dan rahmat

Allah kepada kamu, tentulah lamu mengikut syaitan, lcecuali

xbahagian kecil mja (li antaramu)." Q.S al-Nisa':83.
Menurut Raziq, kandungan maksud ayat diatas

adalah adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk
memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat
rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 17

Tinj auan sosisologis masalah kehkihfahan.

Menurut Rn iq, ijma' kaum muslimin
pengangkatan klnlifah pada masa awal bermula dari
pidatonya Abu Bakar. Dia berkata "Ingatlah bahwasanya
Rasulullah telah wafaL sedangkan agama ini tidak bisa
tidak musti ada yang menegakkan dan mengatur." Sejak

itu kaum muslirnin melaksanakan hadisi ini. Raziq
mengakui bahwa ijma' merupakan salah satu landasan
sumber hukum, tetapi dia tidak sepakat telah terjadi ijma'
dalam masalah k*JufiIahan Ab.u Bakar di antara sahabat,

3

n Ibid-,15.
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para sahabat dan tabi'in, seluruh ulama maupun seluruh
umat Islam.18

Menurut Raziq umat Islam tidak memiliki
keinginan yang kuat menulis ilmu politik, bahkan dia
tidak menemukan seorang sarjara muslim menaruh
minat pada kaiian tmtang sistem pemerintahan atau
prinsipprinsip politik, padahal terdapat setumpuk
masalah yang harus dikaji secara mendalam. Para sa{ana
muslim lebih tertarik dengan filsafat dan ilmu Yunani.rs

Riziq berpendapat bahwa prinsip dasar Hrilafah

harus dikembalikan kepada pemilihan ahl al-halli wa al-

'aqd, karcna inimah mentpakan jabatan yang diperoleh
melalui pembai'atan anggota lembaga ini kepada imam
setelah mereka melakukan musya$,arah. Dalam
kenyataannya, khilafah ditegakkan atas tekanan-tekanan

dan paksaan, kecuali sebagian kecil. Dalam perjalanan

sejaralr, kekuatan senjata menjadi penopang kehihil:afihan

itu.20

Kadang-kadang tidak terlihat wujudnya dan tidak
dapat dirasakan oleh umat. Adalah wajar manakala

kerajaan selalu ditegakkan atas dasar kekerasan dan
penekanan-penekanan, sebab raia adalah suatu

kedudukan yang terhormat dan nyama& yang
memberikan kesenangan duniawi dan pemenuhan nafsu

i:iologis, sehingga menjadi rebutan.

Menurutnya, setiap kedudukan yang diperoleh
melalui taiamnya pedang dan diperahankan dengarurya,

pasti akan memberikan rasa sombong bagi pemiliknya.

Kemudian mendorong orang tersebut untuk berlaku
sewenang-wenang dan begitu mudah melahirkan

B tbid",21-2-
e tbid.p.-z3.
a tbid-a4-u.
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2t tbid.,28-8.
22 lbid", 30.
2r lbid.J}34.

permusuhar1 yang tiada lain adalah khafrfah. Yaad
membunuh Husain semata-mata kecintaannya terhadap

jabatan klafrfah.zl Ghirah terhadap kekuasaan

mmyebabkan pemegang kekuasaan itu selalu

memelihara mahkotanya.
Akhimy4 Riziq menlmpulkan bahwa dari sinilah

muncul penekanan-penekanan oleh penguasa monarki
terhadap ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Ilmu
politik merupakan ancaman berat bagi istana karena

kajiannya berkaitan dengan bentuk-bentuk pemerintahan,

ciri-cirinya, sitematikanya dan sebagainya. Itulah
menyebab kemacetan ilmiah dalam disiptin ilmu politk.z

Para pedukung t*n khikfih berargumentasi

balva kel&ikfahan itu merupakan fungsi berhrjuan
menegakkan syi'ar agama dan memelihara kepentingan
rakyal Para sarjana ilmu politik sepakat bahwa suatu
bangsa harus memiliki pemerintahan yang mengatur
segala persoalan mereka. Mereka berbeda pendapat

tentang bentuk pemerintahan yang paling baik namun
mereka sepakat bahwa setiap bangsa harus memiliki
b€ntuk p€merintahan. Pandangan ini juga sejalan dengan
pidatonya Abu Bakar setelah Nabi meninggal dunia.z

Riziq, sepakat dengan pendapat yang mengatakan

bahwa umat tidak mungkin dibiarkan kacau balau tanpa

aturan. Da iuga memberurkan pidato Abu Bakar, yaitu
"Agama ini tidak bisa tidak harus ada yang mengurus"
kalau umat Istam dianggap sebagai bangsa tersendiri
sebagaimarn bangsa-bangsa lain di dunia, maka

membutuhkan satu pemerintahan yang mengatur dan
memelihara urusan mereka.
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Menurut Raziq, yang dinamakan syi'ar Islam dan
ekspresi-ekspresi keagamaan tidak hanya terbatas pada
bentuk pemerintahan. Sementara itu, apa yang disebut
s€bagai kepentingan kaum muslimin, tidak hanya pada
hal-hal itu. Kalau hanya sekedar mengatur hal itu,
rcsanya L,hihfah tidak dibutuhkan baik bagi urusan
duniawi nuupun ukhrawi. Nampaknya disini Raziq
bany*. menampilkan sisi negatif dari lhihfah sampai-
sampai merlcluarkan pemyataan l,Jntifah merupakan
trencana bagi Islam dan umatnya.2a

Pemerint*en Dan Islam

7. Sistem pmeintthan ryriode Nabi.

Raziq mendiskripsikan kepelikan sistim
pemerintahan periode Nabi, menurutnya mengkaji sistim
pemerintahan periode diliputi oleh halimun dan
mmdung tebal yang sulit dibmbus. Behrm ada seorang
yang pemah sampai pada kesimpulan ilmiah yang dapat
dipegangi dan memuaskan jiwa peneliti.s

Riziq menyebutlan riwayat tentang pengiriman
AIi, Khnlid bin al-Wa[d, Mu'idh bin Jabal dan Abu Misi.
l,Ienurut satu riwayat pengiriman 'Ali ke Yaman sebagai

hakim sedangkan riwayat yang lain menyatakan bahwa
'l\li bertugas memunSut zakat seperlima harta. Beberapa

riwayat yang beragam merupakan contoh bagaimana

sulibrya mmyimpulkan prosedur penetapan hukum yang

ditempuh Rasulullah. Akhimya dia menyimpulkan
bahwa menetapkan hukum berdasar metode yang
dipakai Nabi bukan rerupakan hal yang muda[ bahkan

tidak mungkin dila&rkan.26

2r lbid", 36
2t lbid., 39.
t lbid, al.
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PI]NDAHULUAN
Pandangan Muhammad AMuh bahwa dalam Islam

tidak ada kekuasaan keagamaarl dan bahwa semua rakyat
Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai
hak-hak yang sama, baik dalam politik ekonomi dan di muka
hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan
keyakinan seperti yang tertera dalam program Partai

Nasional Mesir yang dia rumuska+ serta sikapnya yang
reseptif dan akomodatif terhadap peradapan bara! maka

pengaruh di kalangan sementara sahabat, murid dan
pengikut Abduh berkembanglah kecenderungan ke arah
nasionalisme dan atau "sekularisme". Atau barangkali lebih
tepat makin kuatlah semangat nasionalisme dan paham

"sekularisme" yang memang telah tumbuh. khususnya di
kalangan cendekiawan Islam Mesir yang telah mengenyam

pendidikan Barat. Yang Erkenal di antara mereka adalah'AE
'Abd al-Raziq, Ahmad Ludi Sayyid, dan Taha Husayn.r

Fenomena tersebut segera memancing beragam reaksi

baik yang setuiu maupun yang tidak. Kelompok yang setuju

beranggapan bahwa sudah saabrya difikirkan format sintesis

relasi agama dan negara yang selama ini hanya terepresetasi

dalam konsep Alilnfah. huntusi ini dirasa tidak lagi mampu

beradaptasi dan berinteraksi dengan aspirasi politik
kontemporer yang merupakan bias dari modernitas Barat
Sementara kelompok yang menolak beralasan bahwa Islam

adalah sistim nilai yang multi komprehensif, sehingga

menjadi tidak tabu untuk membicarakan s€rta mengkaitkan

antara agama dan urusan-urusan politilg termasuk

didalamnya negara. Kelompok ini memandang Islam sebagai

suatu yang sudah sejak semula merupakan agama yang

I Muaawir Sr^drd;. Islza dad Tat acgzra (akene : UI-Press'
1993), Xi7-t3&
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mengatur urusan politik yang uiung gerakannya sangat

mengidealkan restorasi pranata sosial.

Azyumardi Azra menyebut beberapa alasan mengapa

hal ini te4adi. Pertama, negara ideal Madinah, baik pada

masa Nabi saw, maupun Klatlafa' al-Rishidin, ndak
menawarkan rincian yang jelas mengenai negara dan segala

persoalannya yang bisa mengilhami aplikasi negara dalam

era modern dan masa kontemporer. Kedua, praktek
kelJutifuhan yang belakangarv yakni pada priode Umayyah

dan 'Abbdsiyah, hanya mmyediakan kerangka sistem
lembagalembaga politi( pajak, dan sebagainya. Ketiga,
kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam mengarah
pada perumusan cita{ita ideal yang paling banter

mmgambarkan masyarakat utopia yang melulu bersifat
teoritis dan teridealisasi. Keempa! hubungan antara agama

dan negara - seperti kebanyakan kepercayaan, praktek, dan
bah-kan wahyu itu sendiri - selama berabad-abad menjadi
subyek beragam interpretasi.2

Bahasan ini berkenaan dengan pemikiran politik'AIi
'Abd al-Raziq yang tertuang dalam bukunya a l-lslam wa lls .l
al-llulon. Yang intinya membahas tentang hubungan antara
agama dan politik.

BIOGRAFI'ALI'ABD ALRAZIQ

'AD 'Abd al-Riziq lahtu pada tahun 1888 M di sebuah

desa yang bernama al-Sha'id wilayah propinsi Minya Mesir.
Ayahnya bemama $asan 'Abd al-Raziq Pasya, seorang

feodal yang aktif dalam bidang politik dan pembesar yang
terpandang di Meir pada waktu itu. Ayahnya juga seorang

2 AzyrJatrdi Azt^. Pergolek2rl Polio'k fslam, Dari Fundarncnaus,
Modcmisae hiagga Post-Modemt'sae (lakana : Patamadiaa, 1996), 22.
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Pasya yang besar yang memiliki pengaruh dan tanah yang

sangat luas.3

Seperti saudara-saudaranya,'AIi'Abd al-Riziq
temrasuk atau paling tidak pengikut Muhammad 'AMuh,
meskipun tidak sempat belajar banyak darinya, sebab ketika

'Abduh meninggal dunia pada tahun 1905, dia baru berusia

kira-kira tujuh belas tahun.r 'Afi 'Abd al-R&iq mmdapat
pendidikan agama Islam di Universitas Islam al-Azhar pada

usia yang masih sangat muda, 10 tahun. Dia belajar hukum
kepada Shaykh Ahmad Abtl Khawah sahabat Shaykh
Muhammad 'Abduh. Sejak tahun 191O ketika berusia kira-
kira dua puluh tahun 'AIi 'Abd al-Raziq juga mengikuti
perkuliahan di lami'ah al-Migiyah (sekarang Universitas
Kairo), selama hampir dua tahun. Di antara dosen asing di
Universitas itu adalah Poot Santilana yang memberikan
kuliah filsafat dan Nalino dalam studi sejarah sastra Arab.s

Setelah 'An 'Abd al-Riziq memperoleh ijarah al-Alimiah

dari al-Azhar tahun 1911. Pada tahun itu pula, dia belajar di
Universitas Oxford Inggris untuk menekuni bidang politik
dan ekonomi dan seiring dengan perang Dunia ke 1 dia
kembali ke Mesir tahun 1914. sekembalinya dari Inggris pada

tahun 1915, dia diangkat menjadi Hakim agama di Mnhkamah

Shnr'iyah (pengadilan agama) di daerah Mansurah Mesir.6

Karir politiknya dimulai pada tahun 1907 dengan

mengabungkan diri dalam Partai Rakyat (Hizb al-hnmah),

suatu partai yang sengaja dibentuk dan didirikan seebagai

tandingan dari partai Kebangsaan (Hizb al-Watan) yang

r Mu[ammad Qia'uddin d-Reyyis. Ishn & frihfah di Zttzzt
Modct4Et. lJai Ar. 0.k rta: Irarera B.sntna20t2),43.

a Sidzali. IslaatB9.
t IAIN Syarif Hi&y?tnhh, EasMopcdi Islznt ladoaceiz $zkzttt t

Diambataa, 197), 102.
6 zLRryie. fsbm,44.
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mempunyai hubungan intim dengan pemerintah Inggris dan

iabatan yang didudukinya dalam partai tersebut adalah
sebagai wakil ketua Partai.

Sesudah meletus Revolusi Mesir tahun 1919, . muncul
Partai baru yang menamakan diri dengan Hizb al-Ahrar al-
Dusturlyln (Partai orang-orang bebas dalam korstusi) yang
dalam kenyataannya merupakan kelanjutan dari Partai
Rakyat (Ilizb al-Ummak) tersebut. Salah seorang pendiri partai
ini adalah Hasan Pasya'Abd al-Raziq. Dia adalah pejabat
sekretariat (Dewan) Negara yang memiliki kerja sama dengan
Inggris pada saat Perang Dunia I. Kemudian melakukan
oposisi terhadap bangsanya ketika pecah revolusi tahun 1919,

pada saat itu dia sebagai pejabat Gubemur di Iskandariyatuz

Akhirnya, llasan'Abd al-Riziq mati terbunuh pada
saat keluar dari menghadiri pertemuan anggota partainya,
sebagai pengganti ditunjuklah Mahmud Pasya 'Abd al-Raziq
saudara kedua dari 'Afi 'Abd al-Rnziq untuk menduduki
puncak pimpinan partai tersebut dan sekaligus sebagai
penentu garis kebijakan partai. Shaykh 'Ali masih memiliki
saudara laki-laki yang lebih tua yaitu Shaykh Mustafi 'Abd
al-Riziq, yang kemudian menjadi Menteri Wakaf kerajaan
Mes ir. Dan akhimya menjadir rektor al-Azhar dari tahun
7945 - 1M7.8

Setelah penghapwan keklwEfahan oleh Mustafa Kemal
Ataturk di turki pada tahun 7924, 'Afi 'Abd al-Riziq sempat
menampilkan sumbangan pemikirarurya dengan menulis
sebuah buku yang beiudul al-lslam ua Usrll al-Hukm (Islam
dan dasar-dasar pemerintahan) yang merupakan reaksi

terhadap peristiwa ErsebuL Buku ini banyak menimbulkan

r lbid.
I Meryra Jaocclahn lclam aad Mdemism (I-ehorc : Mohaoaed

Yusuf Khaa, 1997) 171.
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polemik sebab kehadiran buku ini dianggap sebagai tuntutan
dihapuskan sistem lhilafah yang sudah menkadisi di
kalangan umat Islam dan sekaligus menginkari eksistensi

khikfah dalam agama Islam. Sebagai konsekuensi gagasan

pemikirarurya, Dewan Ulama al-Azhar menjatuhkan
hukuman kepada 'Afi 'Abd al-Riziq dengan keputusan
mengeluarkan sebagai salah seorang ulama al-Azhar.g'AIi
'Abd al-Raziq meninggal pada tanggal 22 September 1955

ketika berusia tujuh puluh delapan tahun.ro

SETTING SOSIAL

Setahun sebelum terbitr:rya buku al-Islam wa Usul al-

Hukm yakni pada awal tahun 1924 Mustafa Kemal Ataturk,
presiden Turki, telah membubarkan l,Jtilafah d,ari negerinya

dan mengusir klali/ah terakhir yang masih ada dari negerinya

yaitu Sultan Abdul Majid.tt Namuo sesunggubnya l,&ihfah

itu bukan milik Turki saja melainkan milik dunia Islam

seluruhnya. Ia adalah sebagian warisan kaum muslim,
peninggalan sejarah dan lambang p€rsatuan mereka. Khafrfdh

merupakan pimpinan spiritual bangsa-bangsa Islam di
segenap penjuru bumi. Khikfah telah berlangsung dalam satu

atau lain bentuk lebih dari seribu tiga ratus tahun. Oleh

karena itu, wajar jika kaum Muslim memperhatikan dengan

sung;guh-sungguh soal khilifah.

Berita terjadinya pembubaran khilafh menimbulkan
kesan yang sangat pedih di dunia Islam, khususnya Mesir,

yang dianggap sebagai pusat Pimpinan dunia Islam sebab

disanalah berdiri al-Azhar dan lembaga-lembaga Islam

lairurya. lika ia telah berakhir di Turki mengapa tidak kembali

9 al-Rzyis, Islaa,9L
s }lidayaotllzh, EnsiHopcdi' lOL
t d-Rayic, Islam,45.
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saja ke negara-negara Arab, sedang ia berasal dari negeri

Arab ini selama berabad-abad. Oleh karena itu banyak orang
berpikir terutama para ulama untuk mengembal*an lhilafah
ini ke Mesir.

Akhimya orang memalingkan perhatiannya dari Turki.
Dalam pada itu secara mendadak orang dikejutkan oleh Raja

$usayn bin 'AIi Raja negeri Hijaz memproklamirkan diri
sebagai llafrfah atas kaum Muslim. Proklamasi ini
diumumkan tanpa musyawarah atau persetujuan kaum
Muslim, maka kejadian ini menguatkan pikiran orang untuk
membahas masalah tersebu! terutama karena orang-orang
Mesir mmolak mengakui keldulifohan raja Husain. Akhimya
orang-orang sepakat atas keharusan diselenggarakannya
Muktamar yang akan dihadiri oleh wakil-wakil dari seluruh
negara Islam, sedang tempabrya di Kairo. Tujuannya untuk
membahas soal khihfah. Dan hendaknya Muktamar ini
diselenggarakan pada bulan Maret 1925.12

Ide ini terus bergulir, dan berbagai upaya dilakukan
dengan giat sebagai persiapan untuk menyelenggarakan
Muktakrnar, baik di dalam maupun di luar Mesir. Di tengah
situasi semacam inilah terbit buku karya Syaikh'A[ 'Abd al-
Raziq pada bulan april 792513, yang membahas tmtang
pemerintaha4 Khihfah dan Pemerintahan dalam Islam. Maka
dengan sendirinya buku semacarn ini akan mernr&
p€rhatia& sebab membahas persoalan yang menyibukkan
pendapat umum kaum Muslim.

PEMIKIRAN'ALI'ABD ALRAZIQ

Pemikiran 'AE 'Abd al-Raziq yang tertuang dalam
bukunya al-Islam wa Uqul al-Iluk l yang intinya membalus

5a
It

Ibid.
Ibid.
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tentang hubungan antara agama dan politik. Yang secara

singkat antara lain adalah sebagai berikut :

Khilifah dan Islam

7. Khitafah dan karakteistibtya.

Bahwa kedudukan klafrfah adalah sama dengan

Sultan yaitu penganti Rasulullalu pelindung dari Allah
bagi negara dan "bayangan" Allah. Dan pengganti

Rasulullah yang memi.liki kekuasaan absolut dan

universal.la Riziq menguraikan sumber kekuasaan

sorang kJa[ifuh dan menyebutkan dua pendapat yang

berbeda tentang asal mula kedaulatan wrang Hufifah-

Kelompok p€rtama berpendapat bahwa khaifah

memperoleh kedaulatan dari Allah dan kekuasaannya

berasal dari kekuasaan AUah. Kelopok kedua

berpendapat bahwa kJukfah memperoleh kedaulatarurya

dari tangan rakyat.rs

2. Hubm keWafrfalun.

Mmurut para ulam4 mendirikan Hunfah

hukumnya wajib. Mereka berpijak pada ijma' ulama

dengan dua argumentasi. Pertama, ijma' para sahabat dan

tabi'in karena setelah Rasulullah meninggal dunia, para

sahabat berbai'at kepada Abu Bakar dan memasrahkan

persoalan mereka kepa.danya. Meskipun demikian,

;mereka berbeda pendapat tentang wajibnya khiFafah,

apakah berdasarkan akal atau syar'i.16

Menurut Riziq, para u.lama yang mewaiibkan

fungsi seorang imam tidak memiliki landasan satu

ayatpun dad alQur'an. Da memberikan penafsiran lain

IIA-G 'Abd Al-Rrziq.
M&.b.t d-I{.yat, tt)J-4.

a tbi4, 7-9.
5 lbid.,lz

zl-Isba s,a Usil zl-I{.ubn @ciruc D&
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Q.S. al-Nisa'S9 dan 83 yang dijadikan dasar wajibnya
mendirikan khikfah oleh para ulama.

"Hai oraagorang yang furiman, taatilah AlLah dan taatilah

Rasul Qrya), rlan ulil ami rli antaru knfiu. Kemutlian jika kamu

berlainan pendnryt tentang sesuaht, Maka kembaliktnlah ia
keryda Allah (Al Quran) dm Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-bmw furiman keryda Allah dan hai kemuilian. yang

demikian itu leffit utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Q.S. al-Nisa'59

"Dan apabila rlatang kepada mereka suatu krita tentang

keam-anan ataupun ketahttan, mereka lalu menyiarkannya. dan

kalaa mereka mmyeral*annya kepada Rasul dan ulil Ami di
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetalui

keberurannya (akan dapat) mengetahuinya dai mereka (rasul

dan ulil Ami). kalnu tidakbh Karena karunia dan rahmat

Allah ktryiln kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, l<ecuali

sebahagian kecil saja (li antarumu)." Q.S al-Nisa':83.
Menurut Riziq kandungan maksud ayat diatas

adalah adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk
memiliki sekelompok orang yang dapat diiadikan tempat
ruiukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 17

Tinj auan sosisologis mawloh kckhikfahan.

Menurut Raziq, ijma' katrm muslimin
pengangkatan klulifih pada masa awal bermula dari
pidatonya Abu Bakar. Dia berkata "Ingatlah bahwasanya
Rasulullah telah wafat sedangkan agama ini tidak bisa
tidak musti ada yang menegakkan dan mengatur." Seiak

itu kaum muslimin melaksanakan tradisi ini. Reziq
mengakui bahwa ijma' merupakan salah satu landasan
sumber hukr.nn, tetapi dia tidak sepakat telah terjadi ijma'
dalam masalah ke}u,nfa}an Abu Bakar di antara sahabat,

j

17 Ibid.,15.
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para sahabat dan tabi'iru seluruh ulama maupun seluruh
umat Islam.ls

Menurut Reziq umat Islam tidak memiliki
keinginan yang kuat mmulis ilnu polit& bahkan dia
tidak menemuk:rn seorang sarjana muslirn menaruh
minat pada kajian tentang sistem pernerintahan atau

prirsipprinsip politik padahal terdapat setumpuk
masalah yang harus dilr,aji secara mendalam. Para sarjana

muslim lebih tertarik dengan filsafat dan ilmu Yunani.ts
Riziq berpendapat bahwa prinsip dasar khilifah

harus dikembalikan kepada pemilihan ahl al-halli wa al-

'aqd, karena imimah merupakan jabatan yang diperoleh
melalui pembai'atan anggota lembaga ini kepada imam
setelah mereka melakukan musyawarah. Dalam
kenyataannya, lJtilafah ditegak*an atas tekanan-tekanan

dan paksaarg kecuali sebagian kecil. Dalam perialanan

sejaralr, kekuatan senjata menjadi penopang k*hilAfdhatl
itu.20

Kadang-kadang tidak terlihat wujudnya dan tidak
dapat dirasakan oleh umat Adalah wajar manakala

kerajaan selalu ditegakkan atas dasar kekerasan dan
penekanan-penekanan, sebab raja adalah suatu

kedudukan yan9 terhormat dan nyama& yang
:memberikan kesenangan duniawi dan pemenuhan nafsu

i:iologis, sehingga menjadi rebutan
Menurutnya, setiap kedudukan yang diperoleh

rnelalui tajamnya pedang dan dipertahankan dengannya,

pasti akan memberikan rasa sombong bagi pemiliknya.

Kemudian mendorong orang tersebut untuk berlaku

s€wenang-wenang dan begitu mudah melahirkan

tE lbid",21-2-
b tbid-,u,-2r.
,lbid-24-2s.
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permusuharL yang tiada Iain adalah khalifah. Yaad
membunuh Husain semata-mata kecintaannya terhadap
jabatan yJunfah.2l Ghtah terhadap kekuasaan

menyebabkan pemegang kekuasaan itu selalu

memelihara mahkotanya.
Akhirnya, Riziq menyimpulkan bahwa dari sinilah

muncul penekanan-penekanan oleh penguasa monarki
terhadap ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Ilmu
politik merupakan ancaman berat bagi istana karena
kajiannya berkaitan dmgan bentuk-bentuk pemerintahary
ciri-ciriny4 sitematikanya dan sebagainya. Itulah
menyebab kemacetan ilmiah dalam disiplin ilmu politik.z

Para pedukung fex:ri khilafah berargumentasi
bahwa kelihikfahan itu merupakan fungsi bertuluan
menegakkan syi'ar agama dan memelihara kepentingan
rakyal Para sarjana ilmu politik sepakat bahwa suatu
bangsa harus memiliki pemerintahan yang mengatur
segala persoalan mereka. Mereka berbeda pendapat
tentang bentuk pemerintahan yang paling baik, namun
mereka sepakat bahwa setiap bangsa harus memiliki
bentuk pemerintahan. Pandangan ini juga sejalan dengan
pidatonya Abu Bakar setelah Nabi meninggal dunia.z:

Riziq, sepakat dengan pendapat yang mengatakan
bahwa umat tidak mungkin dibiarkan kacau balau tanpa
aturan. Dia juga membenarkan pidato Abu Bakar, yaitu
"Agama ini tidak bisa tidak harus ada yang mengurus"
kalau umat Islam dianggap sebagai bangsa tersendiri,
sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, maka
membutuhkan satu pemerintahan yang mengatur dan
menelihara urusan mereka.

1t tbid", &29.
2' lbid", 30.
nIbi&$:N.
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Menurut Raziq, yang dinamakan syi'ar Islam dan
ekspresi-ekspresi keagamaan tidak hanya terbatas pada

bentuk pemerintahar. Sementara itu, apa yang disebut
sebagai kepentingan kaum muslimin, tidak hanya pada

hal-hal itu. Kalau hanya sekedar mengatur hal itu,
rasanya khikfah tidak dibutuhka+ baik bagi urusan
duniawi rmupun ukhrawi. Nampaknya, disini Raziq

banyrl menampilkan sisi negatif dari .lhilafah, sampai-

sampai men;eluarkan pemyataan klufrfah mentpakan
trencana bagi Islam dan umatorya.2a

Pemerinffien Dan Islam

1. Siistem Wmerintahan periode Nabi.

Raziq mendiskripsikan kepelikan sistim

f€merintahan periode Nabi, menurutnya mengkaji sistim

F€merintahan periode diliputi oleh halimun dan
mendung tebal yang sulit ditembus. ilelum ada seorang

yang pemah sampai pada kesimpulan ilmiah yang dapat

dipegangi dan memuaskan jiwa peneliti.s
Riziq menyebutkan riwayat tentang pengiriman

AIi, Khilid bin al-Walid, Mu'adh bin Jabal dan Abri M[sa.
Menurut satu riwaya! pengiriman 'Ali ke Yaman sebagai

hakim sedangkan riwayat yang lain menyatakan bahwa

'r\li bertugas memungut zakat seperlima harta. Beberapa

riwayat yang beragam nierupakan contoh bagaimana

sulitrya menyimpulkan prosedur penetapan hukum yang

ditempuh Rasulullah. Akhimya dia mmyimpulkan
bahwa menetapkan hukum berdasar metode yang

dipakai Nabi bukan merupakan hal yang mudalu bahkan

tidak mungkin dilahkan.26

z lbid., 36
rr lbid., 39.
r lbi&, 41.
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2. Risalah dan Pemerintahan.

Menurutnya risalah itu bukanlah kerajaan dan
antara keduanya tidak ada kaitannya sama sekali.

Tegasnya, kerasulan adalah jenis martabat dan kerajaan

merupakan martabat lain. Menurutnya banyak rasul yang

tidak menyandang gelar raja dan mereka s€mata-mata

seorang Rasul, sebagaimana Mrlsi as. dan lsi as.z
Menurut Raziq, contoh satu gambaran yang paling

jelas pemerintahan pada masa Nabi adalah Jihad. lihad
merupakan salah satu ciri diantara sekian banyak ciri
negara Islam dan ciri yang menampilkan sebuah sosok

kerajaan. Disamping ihr, Rasulullah memiliki petugas-

petugas yang diberi wewenang memungut dan
membagikan harta kekayaan Menurutnya pemerintahan
Nabi merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah
Islamnya dan berada di luar tugas kerisalahannya.z

3. Risalah bukan pmerintalun : Agama bukan negara.

Nabi Muhammad semata-mata seorang Rasul yang
bertugas menyampaikan seman agama dan mengabdi
kepada agama tanpa adanya kecenderungan terhadap
kekuasan dan kedudukan sebagai seorang raja. Namun
demikiao risalah menuntut Nabi untuk memiliki
kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya.zr

Menurutnya, seorang Rasul Erkadang memainkan
peran politik sebagaimana raja. Nabi memiliki banyak
keistimewaan dalam melaksanakan tugas risalahnya
dibanding Rasul lairurya, mengingat risalah yang
dibawanya untuk seluruh umat manusia. Tugas risalah

, Ibid., 51.
a IbiA, 5,1.
, Ibid", 64J5.
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semacam ini menuntut Nabi memiliki kesempurnaan
yang lebih tinggi dari pada yang dimiliki orang lain.eo

Khilifah dan Pemerintahan dalam Islam.

7. Kesatuan keagamaan dmt Arab.

Islam merupakan seruan suci yang diturunkan
Allah untuk kebaikkan seluruh alam semesta, Arab
maupun non Arab. Islam adalah agama yang dikehendaki
Allah untuk mempersatukan seluruh umat manusia dan
berlaku di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, dakwah
Islam harus terwuiud dan dapat menampilkan
kebenaran-kebenaran yanS pasti di antara kenyataan-
kenyataan yang ada di alam semesta ini.:t

Menurubrya, Islam telah mampu menyatukan
bangsa Arab yang terdiri dari berbagai suku dan dialek
yang beragam, serta ikatan politik yang beraneka macam.

Permusuhan dan perpecahan di antara suku-suku Arab
sima setelah Islam datang. Mereka bersatu dalam ikatan
keagamaan di bawah kepemimpinan Rasulullah.

Meskipun mereka telah dipisahkan oleh syari'at Islam,

ftrmun tetap memiliki kemajemukan dalam bidang
politik dan aspek-aspek scial ekonomi. Menurutnya,
ikatan persatuan orarng-orang Arab semata-mata adalah

ikatan Islam, kepemimpinan Rasul adalah kepemimpinan

agama bukan duniawi, ketundukan umat kepadanya

adalah ketundulan aqidah dan keimanan.u

2. NegaruArab.

Tentang negara Arab, menurut Rn iq
kepemimpinan Rasulullah diperoleh melalui tugas

i lbid-, 67.
I Ibid, 81.
!2Ibid.,83.
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J.

kerasulan bukan dari jalan lain. Tugas kerasulan ini
berhmti bersamaan dengan wafahrya Rasulullah dan
tidak ada seorangpun yang dapat mengantikan tugas
melaksanakan risalahnya. Kepemimpinan setetah
wafatnya Rasulullah merupakan kepemimpinan dalam

bentuk baru dan bukan kepemimpinan yang pemah ada

pada masa Rasulullah- Setelah Rasulullah wafat, umat
Islam bermusyawarah tentang pemerintahan yang akan

diselenggarakan.rs

Menurutnya, umat Islam menyadari bahwa apa

yang mereka upayakan itu adalah semata-mata untuk
membentuk pemerintahan duniawi. Mereka jrga
menyadari bahwa perselisihan, pertentangan dan
pemberontakan hanya berkaitan dengan masalah
duniawi dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah
agama.Y

Khilafah lslam.

Membahas tentang khihfah Islam, Rn"iq
berpendapat bahwa agama Islam tidak mengenal
lembaga kekhibfahan sebagaimana yang selama ini
dikmal oleh kaum muslim. lrmbaga kekhilafahan sama
sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama,

begitu pula dmgan masalah pemerintahan dan fungsi-
fungsi kenegaraan. Mmurutrya, semua itu adalah
masalah yang berkenaan dengan politik. Agama tidak
mengenal lembaga serupa itu, namun tidak menolak
eksistensinya, tidak memerintahkan dan tidak melarang.
Semua diserahkan manusia untuk menggunakan akal
sebagai pertimbangan dalam membentuk lembaga

Politik.3s

Ibi4
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Ibid
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ANALISIS ATAS PEMIKIRAN 'ALI 'ABD AI.RAZIQ
TENTANG KHILAFAH

Perbincangan agama dan politk belum
ditemukan kesepakatan antara para tokoh pemikir politik
blam, Khilafah sebagai konsep kenegaraan yang Islami telah
dibubarkan sejak tahun 1924 oleh Kemal Ataturk.
Kel:]uEfahan sebagai pemersatu umat Islam dalam ikatan
politik telah mengalami disintegrasi sejak masa keklufrfahan
di 1zngan bani 'Abbas'iyah Setelah dibubarkannya lembaga
potitik Islam, P.hihfalt umal Islam terbagi menjadi dua
kelompok, ada yang ingin mmghidupkan kembali L,hiFafah

dan yang lain ingin mengantikan lembaga poitik Islam,

Wtfah yang dianggap blah usang.

Menurut Rdziq, mendirikan LJrihfah h..krmnya bukan
wajib, dia menolak pendapat ulama yang berpendapat bahwa
mendirikan Eilnfth hukunnya wajib atas dasar ijma'. Dia
tidak menolak ijma' *bagai dalil untuk menetapkan hukum,
tapi yang ditolak adalah telah terjadi kesepakatan di antara

sahabat, tabi'in, seluruh ulama, mauPun seluruh umat Islam

masalah l<eklafrfaha Abu Bakar. Mekipun demikiary dia
tidak menolak hahwa ijma' merupakan salah satu sumber

hukum Islam.
Muhammad Dya'uddm al-Rayyis berpendapat bahwa

Raziq keliru memahami ijmn' yang telah terjadi kesepakatan

di antara sahaba! tabi'in seluruh trlama, maupun seluruh
umirt Istram dalam masalah kehihfalan Abu Bakar. Menurut
Rayyis sesungguhnya kesepakatan para sahabat dan kaum

muslimin terhadap wajibnya menegakkan ke)<hilafahan atas

prirsip ijma', siapapun orangnya yang alan dipilih menjadi

hhalifah. ljma' tersebut berkaitan dengaa k*Jtikfahan bukan

siapa orang yang dipilih. Islam sama sekali tidak
mensyara&an adanya iima'berkenaan dengan orang yang
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,a al- Rqlis, f s h tn, 17 4.
, Ibid., 175.

akan dipilitg dalam masalah ini cukup dicapai dengan suara
mayoritas. lni merupakan masalah yang bersifat silih
berganti, sedang prinsip kekhihfahan yang telah disepakati
selamanya tetap yang terbentuk melalui satu kali konsmsus
sja.s

Setelah sekian lama diterbitkannya buku al-lslin wo
Us l al-Hulon, Raziq menulis buku tentang masalah ijma'.
Dalam bukunya ini, dia terlihat sepmdapat dan memegangi
pandangan ulama salaf, serta berpijak sempuma pada .isas

shafr'ah. Dia mengemukakan pendapat-pendapat para ulama
dan menyatakan bahwa ijma' telah ditetapkan kebenararurya
dalam ayat-ayat alQur'an dan hadith Rasulullah dan ijma'
merpakan argumentasi yang kuat. ljma' para sahabat
ditempatkan sejajar dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadith
mutmDAtir. Selain itu, dia mengemukakan dalil-dalil lain
berupa nash-naslu karma mengimani kebenarannya dan
bahwasannya kekhilafan iu telah ditetapkan melalui ryma'.
Menurut Rayls berarti bahwa Rdziq seakan-akan telah
membantah dirinya sendiri.3T

PENUTUP

Menurut 'Afi 'Abd al-Raziq, ajaran Islarn tidak
menentukan sistem politik seperti apa yang dikehendaki.
Pandangan ini disebabkan alQur'an dan Hadith tidak
memberikan isyarat wajibnya mmdirikan negara. Penafsiran

ayat alQur'an dan haditl dideskonkuksi dengan
menawarkan penafsiran baru. Rekontrulsi yang

ditawarkarurya adalam pemahaman baru yang menggunakan

pendekatan dialektik.
Menurut 'A[ 'Abd al-Raziq umat Islam boleh

menerapkan sistem apa saja, termasuk otoriter. Pendapat ini
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tertentangan ideal moral masyarakat egaliter yang
dikehendaki oleh Islam. Bidang politik masuk dalam wilayah
Ijtihadi. Pemahaman para ulama fiqih tentang beberapa ayat
alQur'an dan hadith bersifat relatif, dan masih terbuka lebar
pintu Ijtihad. Lembaga politk Islam dan sistemnya bersifat
profan dan duniawi yang selalu berubah sesuai kesepakatan
rakyat dan penguasa.
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